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bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran dan
faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran
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Penyerapan Anggaran, Penelitian menggunakanmetode kualitatif
Ketepatan Waktu, denganpendekatan studi kasus.Sumber data meliputi
Capaian Realisasi, sumber data primer dan sekunder, dengan teknik
Efektivitas Anggaran, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
Pertanggungjawaban dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif
Anggaran dengan mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi

data. Hasil penelitian menunjukkan ketepatan waktu
penyerapan anggaran masih terkendala perencanaan
yang tidak matang, keterbatasan SDM, dan proses
administrasi yang panjang. Dari segi capaian realisasi,
sebagian besar target anggaran tercapai, tetapi
penyerapan anggaran yang cenderung dipercepat pada
akhir tahun berdampak pada kualitas output yang kurang
optimal. Efektifitas anggaran juga menunjukkan bahwa
meskipun tingkat penyerapan tinggi, belum semua
kegiatan menghasilkan dampak yang signifikan, terutama
karena perencanaan yang kurang matang. Dalam hal
pertanggungjawaban, kendala utama meliputi
keterbatasan transparansi, keterlambatan pelaporan
serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses
pelaporan keuangan.

PENDAHULUAN

Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi dinamika penyerapan
anggaran yang tidak optimal selama periode 2019-2023. Berdasarkan laporan keuangan
tahunan, realisasi anggaran menunjukkan tren fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada
2020 sebesar 94,28% dan terendah pada 2023 sebesar 84,51%. Faktor utama yang
memengaruhi rendahnya penyerapan anggaran termasuk keterlambatan akibat perubahan
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dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), kebijakan internal, serta regulasi baru yang
memerlukan waktu revisi cukup lama [1], [2].

Pandemi COVID-19 memperburuk situasi dengan menyebabkan pemotongan
anggaran untuk alokasi dana tanggap darurat. Hal ini memaksa revisi anggaran besar-
besaran, menghapus beberapa kegiatan, dan mengubah akun standar pada mata anggaran
tertentu. Proses ini menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran yang tidak hanya
berdampak pada efektivitas pelaksanaan program tetapi juga berisiko terhadap audit kinerja
pemerintah daerah [3], [4].

Penyerapan anggaran yang menumpuk pada triwulan keempat menjadi salah satu
tantangan utama. Proses administrasi yang kompleks dan waktu yang terbatas sering kali
mengakibatkan anggaran tidak terserap sepenuhnya. Meskipun anggaran terserap, ada
risiko ketidaksesuaian dengan regulasi, yang dapat berdampak negatif pada akuntabilitas
saat pemeriksaan oleh auditor [5], [6].

Anggaran yang terserap dengan baik berkontribusi langsung pada pencapaian target
pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Efisiensi
dalam penyerapan anggaran tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik tetapi juga
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah [7], [8].

Hambatan utama yang dihadapi termasuk birokrasi yang rumit, keterbatasan sumber
daya manusia yang kompeten, perencanaan yang tidak matang, serta kurangnya pengawasan
dan evaluasi. Faktor-faktor ini menciptakan tantangan dalam mencapai efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran, sehingga memengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) [9], [10].

Sebagai indikator kinerja pemerintahan, penyerapan anggaran yang efektif
mencerminkan kemampuan pengelolaan sumber daya publik. Berdasarkan UU No. 17 Tahun
2003, anggaran berfungsi sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program diperlukan untuk
mengatasi kendala tersebut. Perencanaan yang realistis, penguatan kapasitas sumber daya
manusia, serta pengawasan yang lebih intensif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran [11], [12], [13].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
rendahnya penyerapan anggaran di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori di bidang
administrasi keuangan publik serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI
Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses kerja sama yang melibatkan individu atau
kelompok untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut The Liang Gie,
administrasi melibatkan tiga unsur utama: kegiatan melibatkan dua orang atau lebih,
dilaksanakan secara bersama-sama, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara
etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Latin "ad+ministrare," yang berarti
melayani atau membantu, sementara istilah "publik” berasal dari bahasa Inggris "public,”
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yang berarti masyarakat atau negara. Administrasi publik mencakup penerapan kebijakan
dan pelaksanaan tugas pemerintahan untuk melayani kebutuhan masyarakat [14], [15], [16].

Administrasi publik berbeda dari administrasi perseorangan karena melibatkan
peran dalam struktur pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Felix A. Nigro
dan Lloyd G. Nigro menyatakan bahwa administrasi publik memiliki fungsi penting dalam
perumusan kebijakan pemerintah dan menjadi bagian dari proses politik. Selain itu,
administrasi publik juga melibatkan hubungan dengan kelompok swasta dan perseorangan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama administrasi publik adalah
memecahkan masalah publik melalui peningkatan organisasi, pengelolaan sumber daya
manusia, dan keuangan [17], [18], [19].

Administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial yang dinamis, terus berkembang
sesuai dengan perubahan zaman dan teknologi. Chandler dan Plano menekankan bahwa
administrasi publik adalah proses pengorganisasian sumber daya dan personel publik untuk
merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik. Kesimpulannya,
administrasi publik adalah serangkaian aktivitas kerja sama antara individu atau lembaga
yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara
efektif dan efisien [20], [21].

Konsep Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan adalah pengelolaan sistem keuangan yang mencakup
perencanaan, pencatatan, dan penggunaan keuangan organisasi untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efisien. Dalam arti sempit, administrasi keuangan melibatkan pencatatan
pemasukan dan pengeluaran, sedangkan dalam arti luas mencakup kebijakan pengadaan,
pengaturan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Fungsi utamanya meliputi investasi,
pencarian dana, pembelanjaan, dan pembagian laba. Administrasi keuangan yang
terorganisasi dengan baik meningkatkan efisiensi penggunaan dana, meminimalkan
kesalahan dalam laporan keuangan, serta memastikan kegiatan organisasi berjalan lancar
[22], [23], [24].

Administrasi keuangan terdiri dari komponen utama seperti perencanaan,
penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian, dan pemeriksaan
keuangan. Semua komponen ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan
agar lebih terkendali, transparan, dan efisien. Dalam administrasi keuangan publik, prinsip
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan dukungan terhadap pertumbuhan
ekonomi menjadi landasan utama. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa dana publik
digunakan secara tepat sasaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan
publik lainnya [25], [26].

Administrasi keuangan publik menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber
daya dan risiko korupsi, yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah anti-korupsi, memastikan
transparansi, dan mengutamakan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Pentingnya
administrasi keuangan publik terletak pada kemampuannya untuk mendukung stabilitas
ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap
pemerintah melalui pengelolaan dana yang akuntabel dan berkelanjutan [27], [28].

Konsep Penganggaran Sektor Publik
Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun untuk mengalokasikan sumber
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daya secara efisien dalam mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Anggaran
berperan sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan, serta sebagai instrumen
pengendalian keuangan dalam sektor publik dan privat. Dalam konteks sektor publik,
anggaran digunakan untuk mencegah pemborosan, memastikan pengalokasian dana yang
tepat, dan mengukur kinerja berdasarkan pencapaian target. Menurut Mardiasmo, anggaran
juga berfungsi sebagai alat politik, perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja, dan
kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi [9], [29], [30].

Pendekatan penganggaran meliputi sistem tradisional berbasis input dan sistem
berbasis kinerja yang fokus pada output dan hasil. Efisiensi pengelolaan anggaran dapat
diukur melalui berbagai indikator seperti persentase realisasi anggaran, efisiensi
pengeluaran, ketepatan waktu pelaksanaan anggaran, dan kesesuaian pengeluaran dengan
rencana. Selain itu, penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan di Indonesia bertujuan
memastikan keterkaitan antara dana yang dialokasikan dengan hasil yang diharapkan,
menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan program [31], [32].

Rendahnya penyerapan anggaran dapat disebabkan oleh revisi dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA), keterlambatan petunjuk teknis, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan
di akhir tahun, serta perubahan regulasi yang memengaruhi pencairan dana. Faktor-faktor
ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Untuk mengatasi
tantangan ini, diperlukan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan koordinasi yang lebih
baik antarinstansi guna memastikan anggaran digunakan secara optimal dan sesuai tujuan
yang telah ditetapkan [33], [34], [35].

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran meliputi kualitas
perencanaan, pelaksanaan, regulasi, sumber daya manusia (SDM), dan proses pengadaan
barang serta jasa. Perencanaan anggaran yang matang sangat penting untuk mendukung
realisasi anggaran secara tepat waktu dan sesuai tujuan. Namun, jika perencanaan kurang
detail atau tidak realistis, hal ini dapat menghambat pelaksanaan program dan menyebabkan
penyerapan anggaran menjadi lambat. Selain itu, pelaksanaan anggaran yang terganggu oleh
kendala teknis atau administratif juga dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran
[36], [37].

Faktor lain seperti kompetensi SDM juga sangat berpengaruh, karena pegawai yang
kurang terampil dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Regulasi yang
sering berubah juga menjadi tantangan, terutama jika waktu implementasi terbatas. Proses
administrasi dan pengadaan barang atau jasa yang lambat atau tidak efisien turut menjadi
penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas
perencanaan, pelatihan SDM, penyederhanaan birokrasi, dan efektivitas pengadaan barang
dan jasa merupakan langkah penting untuk meningkatkan penyerapan anggaran [38].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara
akurat penyerapan anggaran pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Fokus
penelitian mencakup ketepatan waktu, capaian realisasi, efektivitas anggaran, dan
pertanggungjawaban. Objek penelitian adalah penyerapan anggaran pada dinas tersebut dari
tahun 2019 hingga 2023, dengan lokasi penelitian di kantor Dinas Pariwisata Daerah
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Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan
akses data dan relevansi objek penelitian.

Data penelitian terdiri dari data primer berupa wawancara dengan pejabat terkait dan
observasi langsung, serta data sekunder berupa dokumen resmi seperti laporan kerja dan
peraturan yang relevan. Peneliti sebagai instrumen utama menggunakan wawancara
mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen untuk mendapatkan data yang
diperlukan sesuai fokus penelitian. Informan penelitian terdiri dari 10 orang yang memiliki
peran strategis dalam pengelolaan anggaran di dinas tersebut [39], [40].

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka, observasi langsung, dan
analisis dokumen yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Validitas data dijaga melalui
triangulasi data dari berbagai sumber dan teknik, sementara keandalan penelitian diperoleh
melalui audit proses penelitian secara keseluruhan. Analisis data dilakukan menggunakan
model interaktif yang mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan [41], [42], [43].

Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan kendala dalam penyerapan
anggaran, termasuk faktor perencanaan, pelaksanaan, regulasi, kompetensi sumber daya
manusia, dan efisiensi proses administrasi. Langkah-langkah perbaikan dan rekomendasi
untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran juga menjadi salah satu tujuan utama
penelitian ini [44], [45].

Penelitian dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, mencakup penyusunan
proposal, pengambilan data, analisis hasil, dan konsultasi dengan pembimbing. Setiap
tahapan dijalankan dengan ketelitian untuk memastikan hasil penelitian dapat memberikan
kontribusi nyata terhadap peningkatan pengelolaan anggaran di Dinas Pariwisata Daerah
Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1.Temuan Lapangan Ketepatan Waktu
FOKUS PENELITIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1. Tenggat waktu sudah ditetapkan sejak awal
penyusunan dan pengajuan anggaran

2. Keterbatasan sumber daya manusia yang
terampil terkait dengan pengelolaan keuangan
sehingga administrasi keuangan tidak bisa

KETEPATAN WAKTU selesai dengan cepat

3. Sistem monitoring hanya melalui rapat evaluasi
atau penyampaian laporan realisasi sehingga
tidak bisa diperoleh data secara real time

4. Proses administrasi yang lambat karena harus
melewati beberapa level pimpinan untuk
persetujuan

Sumber : Hasil Penelitian, 2024
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Tabel 2.Temuan Lapangan Capaian Realisasi

FOKUS PENELITIAN

PENYERAPAN ANGGARAN

CAPAIAN REALISASI

6.

. Pada dasarnya realisasi anggaran sesuai dengan rencana
awal yang sudah ditetapkan.

. Kemampuan SDM pengelola keuangan kurang kompeten
sehingga tidak bisa bekerja efektif dan efisien dalam
memenuhi tahapan-tahapan pekerjaan yang didalamnya
termasuk pengajuan anggaran sehingga tidak mencapai
realisasi anggaran sesuai yang direncanakan

. Tidak adanya pelatihan teknis seperti diklat atau bimtek
tentang pengelolaan keuangan beberapa tahun terakhir

. Kinerja anggaran diukur dan dievaluasi berdasarkan
indikator keuangan, fisik dan kinerja.

. Pejabat Pembuat Komitmen yang terlalu berhati-hati

sehingga prosedur pengadaan barang dan jasa

mengalami keterlambatan

Tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa terlalu

rumit

Sumber : Hasil Penelitian, 2024
Tabel 3 Temuan Lapangan Efektivitas Anggaran

FOKUS PENELITIAN PENYERAPAN ANGGARAN
Terdapat kegiatan yang anggarannya terserap cukup
EFEKTIVITAS ANGGARAN | tinggi tapi hasilnya tidak efektif

Sumber : Hasil Penelitian, 2024
Tabel 4. Temuan Lapangan Pertanggungjawaban

FOKUS PENELITIAN

PENYERAPAN ANGGARAN

Pertanggungjawaban

1. Berkas pertanggungjawaban (SPJ) belum memenuhi

. Pengelola keuangan khususnya untuk gaji dan tunjangan

4.

ketentuan pembayaran sehingga menjadi temuan oleh
auditor baik inspektorat maupun BPK

Pembayaran beberapa belanja belum dilengkapi
dokumen yang sesuai namun telah disetujui
pimpinankarena bersifat urgensi dan akhirnya ada sifat
kurang peduli PPTK dalam memenuhi kelengkapan
dokumen karena sudah terbayar

tidak tegas dalam pengambilan keputusan menetapkan
batas waktu pemasukan berkas agar tidak terjadi
kesalahan pembayaran yang akhirnya menjadi temuan
BPK dan harus dibayarkan tuntutan ganti rugi (TGR)
oleh pegawai yang bersangkutan

Keterbatasan staf pengelola keuangan yang terlatih
dalam membuat laporan pertanggungjawaban
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Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi
Sulawesi Utara mengalami kendala akibat lambatnya proses verifikasi dan persetujuan
anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta regulasi yang kompleks. Proses
administrasi yang membutuhkan persetujuan dari berbagai tingkatan pimpinan juga
memperlambat pelaksanaan anggaran, terutama saat volume pekerjaan meningkat. Hal ini
menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program, sehingga banyak kegiatan yang
seharusnya dilaksanakan pada awal tahun justru terkonsentrasi di akhir tahun, mengurangi
efektivitas dan kualitas hasil.

Beberapa faktor utama yang memengaruhi keterlambatan adalah kurangnya SDM
yang terampil, sistem monitoring yang tidak real-time, dan proses administrasi yang lambat.
Ketidaksesuaian antara jadwal perencanaan dan pelaksanaan program berdampak negatif
pada pencapaian tujuan anggaran, menurunkan kredibilitas instansi, dan mengurangi
manfaat program bagi masyarakat. Meski upaya seperti pelatihan dan koordinasi antar unit
telah dilakukan, efektivitasnya masih terbatas tanpa dukungan teknologi modern dan
reformasi birokrasi yang menyeluruh.

Untuk mengatasi permasalahan ini, direkomendasikan peningkatan kompetensi SDM
melalui pelatihan teknis, penguatan sistem monitoring berbasis teknologi real-time,
penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan koordinasi antarunit. Reformasi
birokrasi yang terintegrasi dengan penerapan teknologi manajemen anggaran diharapkan
mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan anggaran,
sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan [46], [47], [48].

Capaian Realisasi

Capaian realisasi anggaran Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada
tahun 2019-2023 masih di bawah target, dengan persentase tertinggi hanya 84,51%.
Hambatan utama meliputi kompetensi SDM yang rendah, prosedur administrasi yang rumit,
serta keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan banyak
program yang terlaksana tidak tepat waktu atau harus dipadatkan di akhir tahun, sehingga
mengurangi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, minimnya pelatihan
teknis bagi pengelola keuangan memperburuk situasi, karena pegawai kesulitan mengikuti
perkembangan regulasi terbaru.

Strategi yang telah diterapkan, seperti validasi dokumen lebih awal dan pengingat
bulanan untuk pencairan anggaran, belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan sistem
berbasis teknologi. Kendala ini menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran bukan hanya
masalah teknis, tetapi juga tata kelola yang memerlukan perbaikan mendasar. Hambatan
dalam realisasi anggaran berdampak negatif pada efektivitas program, akuntabilitas, dan
persepsi publik terhadap kinerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut.

Rekomendasi yang diusulkan meliputi peningkatan kompetensi SDM melalui
pelatihan teknis, penyederhanaan prosedur pengadaan barang dan jasa, serta penguatan
sistem evaluasi berbasis teknologi. Dengan mengintegrasikan indikator administratif dan
hasil strategis, serta memanfaatkan teknologi untuk monitoring real-time, Dinas Pariwisata
Daerah Prov. Sulut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran,
memperbaiki kinerja layanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Implementasi rekomendasi ini memiliki potensi untuk membawa perbaikan signifikan dalam
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tata kelola keuangan daerah [49], [50], [51].
Efektivitas Anggaran

Efektivitas anggaran di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara diukur dari sejauh
mana anggaran yang diserap mendukung pencapaian tujuan program/kegiatan. Meskipun
tingkat penyerapan anggaran tergolong tinggi, hasilnya belum selalu optimal. Beberapa
kegiatan yang terlaksana menunjukkan dampak yang tidak signifikan, mengindikasikan
adanya kesenjangan antara alokasi anggaran dan hasil yang diharapkan. Faktor seperti
perencanaan yang kurang berbasis kebutuhan, keterlambatan pengadaan barang/jasa, serta
koordinasi antar bidang yang lemah turut memengaruhi efektivitas anggaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang tinggi tidak
selalu berbanding lurus dengan efektivitas kegiatan. Masalah seperti evaluasi dampak
program yang minim, pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien, dan perubahan prioritas di
tengah jalan menjadi hambatan utama. Kendala ini menyebabkan program strategis
kehilangan dampaknya, menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran,
dan mengurangi efisiensi serta efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas anggaran meliputi penguatan
perencanaan berbasis kinerja dengan fokus pada dampak strategis, peningkatan evaluasi
dampak program, optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui metode inovatif, dan
peningkatan koordinasi antar bidang. Dengan menerapkan strategi ini, Dinas Pariwisata
Provinsi Sulut diharapkan dapat menggunakan anggaran lebih tepat sasaran, meningkatkan
dampak program, serta memperbaiki kinerja dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan
anggarannya [52], [53].

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban anggaran di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara
mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Proses ini melibatkan
tahapan pencatatan, penyusunan laporan, dan verifikasi oleh tim keuangan serta inspektorat.
Namun, ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya SDM terlatih, keterlambatan
pengumpulan dokumen, dan perubahan regulasi yang sering terjadi. Hal ini menyebabkan
laporan pertanggungjawaban terkadang tidak memenuhi ketentuan, yang berpotensi
mengurangi Kkepercayaan terhadap pengelolaan anggaran dan menimbulkan risiko
administratif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa dokumen pembayaran tidak
lengkap, sementara proses pelaporan manual memakan waktu lama dan rentan terhadap
kesalahan. Selain itu, ketidaktegasan dalam pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan juga
menimbulkan masalah, seperti temuan dari auditor yang memaksa pegawai untuk
menanggung ganti rugi. Akibatnya, waktu dan sumber daya yang seharusnya difokuskan
pada program prioritas malah teralihkan untuk menyelesaikan masalah administratif.

Rekomendasi untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran mencakup
penguatan sistem verifikasi berbasis digital, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan
berkala, dan penegasan SOP yang jelas untuk setiap tahapan. Dengan penerapan langkah-
langkah ini, diharapkan efektivitas anggaran dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang
lebih akurat dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap
akuntabilitas Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara [54], [55], [56].
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KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di Dinas Pariwisata
Daerah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi sejumlah kendala. Ketepatan waktu
pelaksanaan anggaran sering terganggu oleh proses administrasi yang lambat, keterbatasan
SDM terampil, dan kurangnya sistem monitoring real-time. Realisasi anggaran sebagian
besar sesuai rencana, tetapi terkendala oleh minimnya pelatihan teknis dan prosedur
pengadaan yang rumit. Sementara itu, efektivitas anggaran belum optimal karena
perencanaan yang kurang matang dan pelaksanaan program yang tidak efisien. Dalam hal
pertanggungjawaban, dokumen sering tidak memenuhi standar akibat disiplin pengelola
yang kurang dan sistem verifikasi yang lemah.

Dari sisi teoritis, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model evaluasi
kinerja anggaran yang mengintegrasikan aspek ketepatan waktu, realisasi, efektivitas, dan
akuntabilitas. Kajian lebih mendalam juga diperlukan untuk memahami hubungan antara
kompetensi SDM, sistem monitoring, dan efektivitas pelaksanaan anggaran dalam
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi praktis, peningkatan efisiensi
administrasi, adopsi sistem monitoring digital, pelatihan teknis rutin, dan penyederhanaan
tahapan pengadaan barang serta jasa sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala
tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas, disarankan evaluasi dampak
program berbasis hasil (outcome) dan bukan hanya tingkat penyerapan anggaran.
Penguatan sistem verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan peningkatan disiplin
pengelola anggaran melalui pengawasan ketat dan penegakan SOP juga diperlukan. Langkah-
langkah ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola anggaran dan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
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